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 Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran BUMDES Lamatti 
Riattang dalam meningkatkan kesejaheraan masyarakat sekitar. Dimana masih 
banyak BUMDES yang belum perperan sesuai dengan semestinya yakni 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakatnya. 
Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimana bentuk-bentuk 
unit usaha yang dilaksanakan BUMDES, bagaimana peran BUMDES dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bagaimana peran BUMDES dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif Syariah. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari 
arsip-arsip desa serta jurnal-jurnal dan data yang berkaitan dengan judul penelitian. 
Sedangkan data sekunder didapatkan dari wawancara dengan 8 narasumber yang 
telah dipilih oleh peneliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri 
atas observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan normatif. 
 Hasil penelitian ini adalah: Pertama, unit usaha yang dikelola oleh 
BUMDES Lamatti Riattang hanya ada dua unit usaha, yakni unit usaha simpan 
pinjam uang dan unit usaha penyewaan pakaian pengantin, sumber modal dari 
kedua unit usaha tersebut sepenuhnya berasal dari pemerintah desa, Kedua, secara 
umum BUMDES Lamatti Riattang melalui beberapa Unit-unit usahanya masih 
belum memberikan peran yang signifikan terhadap perkembangan kesejahteraan 
masyarakat desa dikarenakan pengelolaannya yang belum maksimal, Ketiga dalam 
pengelolaannya BUMDES Lamatti Riattang mengandung Riba yakni pada unit 











A. Latar Belakang 
Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil 
dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana 
perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan 
pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.1 
Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen 
pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran rill yang hendak 
disejahterakan. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah satu 
kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur 
dan mngurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan 




1Zulkarnain Ridlwan, “Payung Hukum Pembentukan BUMDES”,  Jurnal Justitia Jurnal 
Ilmu Hukum Volume 7, No.3 (September-Desember 2013): h.355. 
2Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 
Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDES di Gunung Kidul Yogyakarta”, MODUS 




Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk 
menerapkan otonomi daerah dengan menganut asas desentraliasi. Otonomi yang 
memberikan peluang sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan 
yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 
Konsep otonomi daerah terkait penghargaan terhadap kekhasan daerah maka 
pemerintah memberikan hak otonomi terhadap desa. 
Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, desa memiliki posisi yang 
strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak 
hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang 
melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan 
memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa 
selama ini, pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. 
Kelemahan di tingkat desa tidak hanya karena pengelolaannya yang kurang efektif  
tetapi juga karena persoalan keuangan.berbagai upaya telah dilakukan pemerintah 
dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang 
salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).3 
Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah 
Indonesia melalui Badan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa 
membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk 
memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk 
 
3Ratna Azis Prasetyo, “Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Jurnal Dialetika 




menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDES juga bisa mendirikan usaha-
usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. 
Banyak ayat dalam Al.Qur’an yang dapat menjadi rujukan dalam hal 
kesejahteraan  diantaranya adalah Al.Qur’an surah An.Nisaa’ ayat 9  sebagai 
berikut : 
 َ يَّةً ِضعَافًا َخافُوا َعلَْيِهْم فَْليَتَّقُوا َّللاَّ َوْليَْخَش الَِّذيَن لَْو تََرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُر ِ
 َوْليَقُولُوا قَْوًًل َسِديًدا 
Terjemahannya:   
“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 
meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. 
Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran 
terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang 
merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia 
untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan 
bertawakal kepada Allah swt.4 
Al.Qur’an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada 
surah An.Nahl ayat 97 yang artinya :  
“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki atau 
perempuandalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada 
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. 
 
4Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”. Equilibrium Volume 3,Nomor 2 




Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat diatas adalah 
memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa 
kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai dengan memakan 
rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan 
kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rezeki dari Allah swt.5 
Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau 
kemakmuran. Nabi Muhammad saw memperkenalkan sistem Ekonomi Islam, 
konsep kesejahteraan ini yang akan dibahas dalam tatanan Ekonomi Islam. 
Ekonomi Islam adalah ilmu yang multidimensi/interdisiplin. Komperhensif, dan 
saling terintegrasi, meliputi ilmu islam yang bersumber dari Al.qur’an dan 
As.sunnah, dan juga ilmu rasional, dengan ilmu manusia dapat mengatasi masalah-
masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai falah (kebahagiaan).6 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, 
BUMDES merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa 
dimana kepemilikan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan 
masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDES merupakan upaya dari pemerintah 
untuk meningkatkan kemampuan keuangan masyarakat melalui berbagai kegiatan 
usaha ekonomi masyarakat pedesaan. Keberadaan bumdes ini juga diperkuat oleh 
UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dibahas dalam BAB X pasal 87-90 antara lain 
 
5Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”.Equilibrium Volume 3, Nomor 2 
(Desember 2015): h.392. 
6Yuli Widyastuti, “Analisis Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap 
Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif 
Ekonomi Islam” (skripsi yang diseminarkan pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Raden 




menyebutkan bahwa pendirian BUMDES disepakati melalui musyawarah desa dan 
dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.7 
Jenis usaha yang dikelolah oleh BUMDES telah diatur dalam peraturan 
menteri meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdaganyan hasil 
pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan 
sesuai dengan kebutuhan potensi desa.8 Dari berbagai usaha yang dilakukan 
BUMDes ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan 
usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian 
bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial. 
Implementasi BUMDES yang dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di 
Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan 
dalam pelaksanaannya dibeberapa daerah, keberadaan BUMDES masih belum bisa 
berjalan secara efektif dan memberikan konstribusi dalam peningkatan ekonomi 
masyarakat sekitar.9 
 Salah satu desa yang telah membentuk BUMDES adalah Desa Lamatti 
Riattang. Desa Lamatti Riattang adalah sebuah desa yang terletak di ibu kota 
kecamatan Bulupoddo kabupaten Sinjai. Berdasarkan data dari kantor desa 
 
7Ratna Azis Prasetyo, “Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Jurnal Dialetika 
Volume 11, Nomor 1 (Maret 2016): h.86. 
8Ratna Azis Prasetyo, “Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Jurnal Dialetika 
Volume 11, Nomor 1 (Maret 2016): h.87. 
9Ratna Azis Prasetyo, “Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Jurnal Dialetika 




Lamattiriattang, Jumlah penduduk desa Lamatti Riattang sebanyak 1963 jiwa yang 
terdiri dari 965  laki-laki dan 1039 perempuan dengan jumlah keluarga sebnyak 
626 KK. Sedangkan jumlah keluarga yang tergolong dalam keluarga Pra Sejahtera 
sebanyak 118 keluarga dari jumlah KK yang ada di Desa Lamatti Riattang dimana 
mata pencaharian utama di desa itu adalah menjadi petani.10 
BUMDES di Desa Lamatti Riattang telah terbentuk sejak 3 tahun 
terakhir, adapun jenis kegiatan usahanya adalah pengadaan kelompok hias 
pengantin, warung jajanan, pinjam –meminjam uang, dan peternakan sapi. 
Pengamatan penulis di tengah masyarakat terhadap keadaan penggunaan dana 
BUMDES Desa Lamatti Riattang baik dibidang usahan, perdagangan dan lain-lain 
sudah lumayan baik. Namun jika dilihat dari jumlah Keluarga Pra Sejahtera yang 
penulis telah paparkan di paragraf sebelumnya yakni mencapai 118 keluarga dari 
total keseluruha  keluarga yang ada di Desa Lamatti Riattang yang berarti masih 
cukup banyak masyarakat yang tergolong miskin di Desa Lamatti Riattang karena 
berbagai macam sebab. 
Berangkat dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti hal 
tersebut dengan judul penelitian “Peran BUMDES Perspektif Konvensional dan 
Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat (Studi di Desa Lamatti 
Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai)” 
 
 
10Kiki Paramita, “Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Desa (studi kasus: Desa 
Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai)” (skripsi yang diseminarkan pada 




B. Rumusan Masalah 
Tujuan utama pembentukan BUMDES adalah untuk memberikan peluang 
dan wadah bagi pemerintah desa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 
oleh masing-masing desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dengan ikut berperan langsung dalam pengelolaan Unit-unit usaha 
yang dimiliki BUMDES, namun pada kenyataannya di Desa Lamatti Riattang 
Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai masih banyak terdapat keluarga yang 
tergolong Pra Sejahtera. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan awal pembetukan 
BUMDES tersebut, karena dengan waktu pembentukan BUMDES yang cukup 
lama harusnya telah bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di tengah 
masyarakat. Berdasarkan masalah tersebut, maka yang menjadi Sub masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana bentuk-bentuk unit usaha BUMDES Lamatti Riattang 
Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai? 
2. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lamatti Riattang 
terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Lamatti Riattang 
Kecamatan Bulupoddo? 
3. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lamatti Riattang 
terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Lamatti Riattang 







C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
1. Tujuan Penulisan 
Tujuan penulisan pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang 
hendak dicapai yang akan dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam 
penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk-bentuk unit usaha BUMDES Lamatti 
Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. 
b. Untuk melihat bagaimana peran BUMDES Lamatti Riattang dalam 
meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Lamatti Riattang 
Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. 
c. Untuk Melihat bagaimana BUMDES Lamatti Riattang dalam meningkatkan 
kesejahteraan sosial masyarakat Desa Lamatti Riattang dipandang dari 
Ekonomi Islam. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Bagi Akademik dan Masyarakat, sebagai tambahan informasi untuk 
memperluas wawasan pemikiran khususnya bagi pengembangan Ilmu 
Ekonomi tentang konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam 
pembangunan ekonomi desa dan mensejahterakan masyarakat khususnya 
desa Lamatti Riattang serta Tinjauannya dari Konsep Ekonomi Islam. 
b. Bagi Penulis, sangat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi 
penulis sendiri dan bagi siapa saja yang nantinya akan membaca skripsi ini. 




syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 
D. Tinjauan Pustaka 
Berdasarkan pencarian atau penelusuran yang telah dilakukan, terdapat 
beberapa karya ilmiah terdahulu yang sejalan dengan tema penelitian yang akan 
diteliti oleh penulis, diantaranya : 
1.  Skripsi milik Rufaidah Aslamiyah, Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo 
Melalui Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS) Panggung 
Lestari,Sewon,Bantu,Yogyakarta. Dalam penelitian ini, peneliti 
mendeskripsikan peran apa saja yang dilakukan oleh BUMDES  dalam 
penanggulangan sampah melalui KUPAS, dan juga dampak sosial-
ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat desa Panggungharjo. Penelitian 
ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian ini menyunjukkan bahwa BUMDES panggung 
Lestari berperan sebagai lembaga pelayanan berbasis masyarakat, 
pemerintah BUMDES mempunyai tiga peran, antara lain : (1) penyebaran 
informasi dan mendorong pembuatan jaringan, (2) berperan penting dan 
vital dalam memungkinkan, dan berperan minimal dalam pemberian, (3) 
realokasi sumber daya, karena adanya berbagai tingkat sumber daya yang 
tersedia bagi masyarakt untuk pembangunan. Kemudian ditemukin 




sampah dapat dikelola dengan baik, (2) terpenuhinya kebutuhan 
kesehatan dan ekonomi masyarakat, dan (3) kesempatan sosial dapat 
dimaksimalkan. 
2.  Skripsi milik Agung Septian Wijanarko, Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur,  yang berjudul “Peran Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa 
Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto”. Penelitian ini 
didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu kurangnya program kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat desa 
Pandankrajan yang masih rendah karena masyarakat desa Pandankrajan 
rata-rata bekerja sebagai petani, diharapkan keberadaan BUMDES 
mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi serta menjadi 
penggerak perekonomian masyarakat dea dan diharapkan dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian: 
tepat informasi, tepat jaminan,tepat bukyek, tepat waktu dan tempat.  
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) pengurus dan anggota 
BUMDes telah berperan dalam pengumpulan modal BUMDes agar 
tujuannya dalam memberdayakan masyarakat bisa tercapai. 2) pengurus 
dan anggota BUMDES telah berperan dalam mengumpulkan modal 
BUMDES agar agar tujuannya dalam memberdayakan masyrakat bisa 
tercapai. 3)upaya BUMDES untuk menambah modal melalui simpanan 




yang mengumpulkan modal BUMDes untuk melakukan simpanan 
sukarela. 4) Upaya BUMDes dalam upaya memberikan bantuan pinjaman 
kepada para anggota telah membantu untuk meningkatkan perekonomian 
masyarakat, hal ini membuktikan bahwa tujuan BUMDes untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat telah tercapai. 
3.  Skripsi milik Arief Hudiono,Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Purwokerto, yang berjudul “Efektifitas Program BUMDESA dalam 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus Bumdesa Arto 
Doyo Desa Samudra Kulon,Kecamatan Gumelar,Banyumas). Penelitian 
ini merupakan jenis penelitian lapangan (field Reseach), penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dimana peneliti mengumpukan 
data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa 
oleh BUMDesa Arto Doyo ada tiga, dua baru tahap perencanaan yaitu 
unit usaha pertanian, dan pengadaaan peralatan konveksi. Dan terealisasi 







  BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 
1. Pengertian BUMDES 
Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut 
Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha milik desa yang 
yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Desa dan masyarakat.  
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang 
dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam Upaya memperkuat 
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi  desa.11 Hal 
tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi dan 
kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam 
Permendagri juga dijelaskan lebih rinci lagi mengenai BUDES itu sendiri 
diantaranya yaitu: 
a. Pembentukan BUMDES bersifat kondisional, yang harus memenuhi 
sejumlah persyaratan yang menjadi dasar kelayakan pembentukan. 
b. BUMDES merupakan usaha Desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, 
yang bukan hanya merupakan kepemilikan pemerintah Desa, bukan hanya 
dimiliki masyarakt, bukan hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi 
milik pemerintah desa dan masyarakat 
 
11Heri Kamaroesid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta : Mitra 




c. Mekanisme pembentukan BUMDES bersifat inklusi, deliberatif dan 
partisipatoris. Artinya BUMDES tidak cukup hanya dibentuk oleh 
pemerintah desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan 
berbagai komponen masyarakat.  
d. Pengelolaan BUMDES bersifat demokratis dan teknokratis, BUMDES 
adalah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi 
masyarakat desa. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur 
sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu 
diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang 
pembangunan desa. 12 
2. Landasan Hukum BUMDES 
Dasar pembentukan BUMDES adalah UU No.32 tahun 2004 pasal 213 
yang berbunyi: 
a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan 
dan potensi yang dimiliki Desa tersebut. 
b. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
c. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal (1) 
dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. 
 
12Muslimin Nasution, Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan Untuk 




Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
Pemerintah bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDES yaitu pada 
BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunyi :13 
a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES. 
b. BUMDES dikelola dengan semangat kegotong royongan. 
c. BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan 
umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah 
No.72 tahun 2005, dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah 
Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDES. 
3. Tujuan BUMDES 
Tujuan utama dari pendirian BUMDES yaitu : 
a. Mendorong perkembangan perekonomian desa; 
b. Meningkatkan pendapatan asli desa; 
c. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat 
Desa yang berpenghasilan rendah; 
d. Mendorong perkembangan usaha mikro sektor informal; 
4. Pendirian BUMDES 
Pendirian dan pengelolaan BUMDES adalah merupakan perwujudan dari 
pengelolaan ekonomi prroduktif desa yang dilakukan dengan semangat 
kekeluargaan dan gotong royong.14 BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan 
 
13Undang-undang Desa 2014 (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa), Fokus Media, Bandung,2014), h.51. 
14Departeman Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan 
(PKDSP) Fakltas Ekonomi UNIBRAW, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolan BUMDES. 




dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang 
kelak akan diwujudkan adalah digali dari kenginan dan hasrat untuk menciptakan 
sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Berkaitan dengan alasan ini 
seharusnya BUMDES mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan 
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
5.  Pengurus dan Pengelola BUMDES 
Organisasi pengelola BUMDES tidak dapat dipisahkan dari organisasi 
Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan pengelola BUMDES terdiri dari: 
a. Penasehat; 
b. Pelaksana operasional; dan  
c. Pengawas. 
Susunan kepengurusab BUMDES dipilih oleh masyarakat desa melalui 
musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang 
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputuan Musyawarah Desa. 
Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES penting untuk diuraikan agar 
paham dan di persepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota 
(penyerta modal), BPD, PemKab, dan Masyarakat. Prinsip-prinsip dalam 
mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), sebagai berikut:15 
a) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan mampu saling bekerjasama 
dengan baik. 
 
15Edy Yusuf Agunggunanto dkk, “Pengembanga Desa Mandiri Melalui Pengelolaan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Volume 13, Nomor 1 




b) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diharuskan memberi dukungan dan 
kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). 
c) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diperlakukan seimbang tanpa 
membedakan golongan, suku ,dan agama. 
d) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDES) dan memiliki pengaruh pada kepentingan 
umum harus terbuka dan segala lapisan  masyarakat mengetahui seluruh 
kegiatan tersebut. 
e) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknik maupun administratif harus 
dipertanggung jawabkan. 
f) Sustainable, masyarakat mengembangkan dan melastarikan kegiatan usaha 
dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). 
6. Keuangan BUMDES 
Masalah keuntungan dalam BUMDES secara umum diatur dalam 
KEMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Berikut 
ini adalah sumber permodalam BUMDES yaitu Pemerintah Desa, Tabungan 
Masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pinjaman, Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi 




Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah desa adalah merupakan 
kekayaan desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, 
Pemprov, PemKab/PemKot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. 
Kerjasama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat. 
BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang 
sah atau kepada pemerintah daerah persentase permodalan BUMDES 51% adalah 
berasal dari desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak 
lain.16 
7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES 
Jenis usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diklasifikasikan 
kedalam enam klasifikasi sebagai berikut:17 
a. Bisnis Sosial, jenis usaha bisni sosial dalam Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES) yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. 
Dengan kata lain memberikan keuntungan kepada warga, meskipun tidak 
mendapatkan keuntungan yang besar. 
b. Bisnis uang, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjalankan bisnis uang 
yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang 
lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa daripada 
rentenir desa ataupun bank-bank konvensional. 
 
16Edy Yusuf Agunggunanto dkk, “Pengembanga Desa Mandiri Melalui Pengelolaan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, Volume 13, Nomor 1 






c. Bisnis penyewaan, badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjalankan bisnis 
penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus 
untuk memperoleh pendapatan Desa. 
d. Lembaga Perantara, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjadi “lembaga 
perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau 
agar petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. 
e. Trading atau Perdagangan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 
menjalankan bisnisnya untuk berproduksi atau berdagang barang-barang 
tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakt maupun dipasarkan pada 
skala pasar yang lebih luas. 
f. Usaha Bersama, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai “usaha 
bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana 
masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata 
sinerginya oleh BUMDES agar tumbuh usaha bersama. 
8. Kedudukan harta dalam Ekonomi Islam 
Islam merupakan agama yang universal yang memegang prinsip 
pertengahan atau kesederhanaan dan keseimbangan. Islam menyeimbangkan 
antara yang hak dan kewajiban antara dunia dan akhirat, serta antara individu dan 
masyarakat. 
 Adapu kata harta berasal dari bahasa Arab yaitu al maal yang berarti 
condong, cenderung dan miring, dalam hal ini adalah kecenderungan manusia 
untuk meniliki dan menguasai materi harta. Harta yang dimaksud disini adalah 




tampak seperti emas, perak, binaang, tumbuh-tubuhan, maupun yang tidak tampak, 
yakni manfaat semisal yang berada pada kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal 
dan sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dikatakan harta menurut 
bahasa, seperti burung di udara, ikan dilaut lepas, pohon di hutan, barang tambang 
yang dibumi.18 
Dalam masalah kedudukan harta dalam Islam, ada dua kaidah yang 
menjadi landasan bangunan ekonomi islam, yaitu:19 
Kaidah pertama yang menjadi landasan bangunan ekonomi Islam adalah 
penghargaan Islam terhadap harta dan kedudukannya dalam kehidupan. Karena 
pemahaman agama dan fisafat hidup sebagaian manusia sebelum datangnya Islam 
menganggap harta sebagai suatu keburukan ataupun menganggap segala sesuatu 
yang berkaitan dengan kenikmatan materi sebagai kotoran rohani, seperti 
kecendrungan yang terdapat dalam sistem kerahiban Nasrani.  
Sikap Islam terhadap harta sama halnya dengan Dunia, yaitu bersikap 
pertengahan dan keseimbangan. Islam tidak memihak salah satu dari dua paham 
tersebut. Namun, ia mengambil sikap pertengahan dengan memandang dunia 
sebagai tempat persinggahan dan jalan menuju akhirat. Inilah keseimbangan yang 
terdapat pada Islam yang  harta dan dunia dengan sikap  pertengahan. Dalam hal 
ini, Islam memperbolehkan manusia menikmati kesenangan dunia karena ia 
memandang kehidupan adalah untuk meningkatkan harkat kemanusiaan dan 
berhubungan baik dengan Allah serta dengan makhluk lainnya. Harta dalam 
 
18Wahab al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, (Damaskus: Darul Fikri,1986), h. 
40. 
19Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT 




pandangan Islam bukanlah menjadi tujuan yang esensial, bagi manusia, tetapi 
hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dan ridha Allah ataupun untuk 
kebaikan pribadi dan masyarakat banyak.20 Pernyataan ini sesuai dengan 
(QS.Al.Kahfi [18]:46) sebagai berikut : 
 
اِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد  ْنيَا ۖ َواْلبَاقِيَاُت الصَّ اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزينَةُ اْلَحيَاةِ الدُّ
 َرب َِك ثََوابًا َوَخْيٌر أََمًل 
Terjemahannya : 
 
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi Hanyalah 
amalan-amalan yang kekal lagi saleh lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta 
lebih baik untuk menjadi harapan.” 
 
 
Harta dalam pandangan Islam memiliki posisi yang sangat penting. Islam 
menempatkan harta sebagai salah satu dari kelima kebutuhan pokok manusia yang 
harus dipelihara (ad-dharuriyah al-khamsah). Ad-dharuriyah al-khamsah secara 
berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Harta 
bukanlah standar ketinggian derajat atau tanda keutamaan seseorang sebagaimana 
anggapan sebagaian manusia. Akan tetapi, harta merupakan nikmat dari Allah swt. 
Dengan harta ia menguji pemiliknya apakah ia akan bersyukur atau malah kufur 
nikmat. Allah menyebutkan harta sebagai “fitnah”’ yaitu ujian dan cobaan 
sebagaimana Allah swt berfirman dalam (QS.Al.Anfaal [8]:28) Allah 
menyebutkan sebagai berikut : 
 
20Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT 




َ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيمٌ             َواْعلَُموا أَنََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوًَلُدُكْم فِتْنَةٌ َوأَنَّ َّللاَّ
Terjemahannya : 
“Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan 
dan sesungguhnya disisi Allah lah pahala yang besar”. 
Kaidah kedua sebagai landasan bangunan ekonomi dalam Islam adalah 
harta pada hakikatnya adalah milik Allah swt. Sedangkan manusia hanyalah 
pemegang amanah ataupun pinjaman dari-Nya. Allah adalah pemilik harta karena 
Dialah yang menciptakannya. Allah pula yang menciptakan sumber-sumber 
produksi dan yang memudahkan sarana untuk mendapatkannya . kemudian Allah 
lah yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta ini. Sebagaimana dalam 
(QS.An.Najm [53]:31) yang terjemahannya sebagai berikut: 
Terjemahannya : 
“Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi……”. 
 
Jadi, kekuasaan manusia terhadap hartanya hanya sekedar sebagai wakil 
bukan pemilik hakiki. Abdul Azim Islahi juga mengungkap hal yang sama dalam 
bukunya Economic Concepts of Ibn Taimiyah, kekuasaan manusia untuk mengatur 
kekayaan di dunia ini berasal dari peranannya sebagai khalifah Allah. Karena 
Allah swt. Adalah pemilik mutlah terhadap alam semesta ini.21 
Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dalam harta, pada hakikatnya 
menunjukkan bahwa manusia merupakan wakil petugas yangbekerja kepada Allah 
 
21Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT 




swt. Oleh karena itu, menjadi kewaiban manusia sebagai khalifah Allah untuk 
merasa terikat dengan perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah tentang harta. 
Inilah landasan syariah yang mengatur harta, hak dan kepemilikan. Kesemuanya 
harus sesuai dengan aturan yang memiliki harta tersebut, yaitu aturan Allah swt.22 
Dalam sistem Ekonomi Islam, harta juga dijakadikan wasilah untuk 
mendukung kegiatan ibadah maupun muamalah, dalam hal ini Allah swt 
menjadikan harta sebagai wasilah untuk mendukung instrumen zakat, infak dan 
sedekah. Selain itu, harta juga merupakan modal atau faktor produksi yang 
penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah manusia itu sendiri, 
dan menempatkan alam sebagai modal dan faktor produksi kedua. Memang betul 
adanya, modal tidak boleh diabaikan, namun wajib menggunakannya agar 
produktifitas dan kemanfaatan harta terus ada. 
Dalam sistem Ekonomi Islam, harta memiliki fungsi yang terus 
dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecendrungan manusia untuk terus 
menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Dalam hal ini syariat 
memberikan batasan fungsi dan peran harta, diantaranya adalah; Pertama, untuk 
mendukung kegiatan oeribadatan, seperti menggunakan kain sarung untuk 
menunjang ibadah sholat. Kedua, untuk memelihara dan meningkatkan keimanan 
sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, seperti bersedekah 
dengan harta. Ketiga, untuk keberlangsungan hidup dan estafek kehidupan. 
Keempat, untuk menyelaraskan kehidupan didunia dan akhirat.23 
 
22Muhammad al-Assal, Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Diterjemahkan oleh 
Drs.H.Imam Saefuddin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 44. 




Dalam Ekonomi Islam juga diatur bagaimana cara mendapatkan harta 
yang sesuai dengan syariat agama Islam, dalam hal ini ada beberapa cara untuk 
mendapatkan harta, diantaranya adalah; pertama, bercocok tanam dan 
menghidupkan tanah mati. Kedua, dengan cara bekerja. Ketiga, akad perpindahan 
hak milik, seperti jual-beli. Keempat, dengan cara waris dan lainnya. 
Kelima,dengan cara penantian, seperti kedudukan istri dan anak yang menanti hak 
nafkah dari seorang kepala keluarga.24 
Imam Asy-Syatibi menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara 
harta sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu adanya ketetapan hukum yang 
dilegalkan oleh Allah swt tentang diharamkannya mencuri dan sangsi atasnya, 
diharamkannya curang dan berkhianat didalam bisnis, diharamkannya riba, 
diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan 
untuk mengganti barang yang telah dirusaknya, emikian erjagalah/terpeliharahlah 
harta.25 
Wahbah al-Zuhaili juga menguraikan bagaimana peran maqosid syariah 
dalam menjaga/memelihara sesuatu yang primer dari harta tersebut, yaitu dengan 
dilarangnya pemborosan harta dari hal-hal yang dibutuhkan, dilarangnya 
penumpukan harta ditangan orang-orang kaya, diwajibkannya infak dan sedekah 
 
24Muhammad al-Assal, Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Diterjemahkan Oleh 
Imam Saefuddin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 56. 
25Andi Iswadi, “Maslahah Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam”, Jurnal 




untuk pemerataan harta dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia 
keseluruhan.26 
B. Kesejahteraaan Sosial 
1. Kesejahteraan Sosial Secara Umum  
Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai 
tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat 
yang lebih baik. 
Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah 
kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar 
dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya. 
Dalam UU No. 11tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan 
bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 
spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.27 
Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi 
sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial. Sebagaimana 
yang tercantum pada UU Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009, sebagai berikut : 
a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. 
b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. 
 
26Wahbah al.Zulaihi, “Maqhosid al-Syariah Al.Islamiyah fi al-Mal wa al-Iqtishad al-
Islami”, (makalah yang disampaikan dalam seminar The Second Islamic Economic and Finance 
Research Forum oleh ikatan Ahli Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 13-14 
November 2013), h. 5. 
27Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”, EQUILIBRIUM Volume 3 




c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani 
masalah kesejahteraan sosial. 
d. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. 
e. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 
Ada beberapa definisi kesejahteraan sosial menurut para ahli, sebagai 
berikut : 
a. Menurut Walter A. Friedlander,1961 dalam pengantar kesejahteraan sosial 
oleh Drs. Syarif Muhidin, Msc. “kesejahteraan sosial adalah sistem yang 
terorganisasi dari pelayan-pelayan sosial dan lembaga-lembaga yang 
bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar 
hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial 
yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh 
mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan 
kebutuhan keluarga dan masyarakat.” 
b. Menurut Dwi Heru Sukoco, 1995 dari buku introduction to Social Work 
Practice oleh Max Siporin. “kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk 
intervensi sosial yang secara pokok dan langsung meningkatkan keadaan 
yang baik antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan 
sosial mencakup tindakan dan proses secara langsung yang mencakup 
tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya 




c. Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan 
yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat 
guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan 
kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. 
Berdasarkan pengertian- pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa konsep kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci fungsiyaitu 
terpenuhinya kebutuhan dasar, dan juga dapat melaksanakan fungsi sosial warga 
negara. 
Kesejahteraan terdiri atas dua macam, yaitu : 
a. Kesejahteraan Perorangan 
Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut 
kejiwaan (state ofmind) seseorang yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran 
dan faktor-faktor ekonomi lainnya, kesejahteraan perorang sinonim dengan tingkat 
terpenuhinya kebutuhan dari warga yang bersangkutan. 
b. Kesejahteraan masyarakat 
Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan keseluruhan anggota 
masyarakat. Kesejaheraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan 
tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan 
masyarakat.28 
Pelaksanaan usaha untuk peningkatan kesejateraan ekonomi masyarakat 
harus bersifat demokratis. Dalam hal ini meningkarkan kesejahteraan 
perekonomian masyarakat tersebut dilibatkan langsung didalamnya. 
 





2. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 
Kesejahteraan dalam pandangan islam terdiri atas dua bagian yaitu segi 
materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya 
indikator kesejahteraan karena sejatinya harta hanyalah titipan dari Allah swt. Dan 
dipergunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah swt.29 Istilah yang banyak 
digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahterah secara 
material-spiritual pada kehidupan didunia dan akhirat dalam bingkai ajaran Islam 
adalah Fallah.30 Falah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja aflaha-yuflihu yang 
berarti kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan 
dalam hidup.31 
Falah, kehidupan yang mulia dan sejahterah di dunia dan akhirat, dapat 
terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. 
Tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat akan memberikan dampak yang 
disebut dengan maslahah. Maslahah, dalam hal ini diartikan sebagai sega sesuatu 
yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan 
perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan 
intelektualitasnya dalam pengertian yang mutlak.32 
 
29Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 43. 
30Martini Dwi Pusparini, “Konsep kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam”, Islamic 
Economics Journal Vol 1 Nomor 1 Juni 2015. 
31Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, 
 ( Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 2. 
32Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta:  Pustaka 




Menurut Al-Syatibi, maslahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari 
lima hal yaitu Agama (ad-din), Jiwa (an-nafs), intelektual/akal (al-aql), keluarga 
dan keturunan (an-nasl), dan material (al-mal). Kelima hal tersebut merupakan 
kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi agar manusia hidup bahagia di 
dunia dan di akhirat. Jika salah satu kebutuhan diatas tidak terpenuhi nscaya 
kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.33 
Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pada pandangan 
yang komprehensif tentang kehidupan ini. Sebagaimana teori yang dikemukakan 
oleh Umar Chapra dalam buku P3EI : 
a. Kesejahteraan holistic dan seimbang. Yaitu kecukupan materi yang 
didukung oleh tterpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu 
dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya 
kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang antara keduanya. Demikian 
pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan 
merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan 
lingkungan sosialnya. 
b. Dunia dan Akhirat. Sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, 
tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). 
Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh 
kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maktentu 
 
33Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, 




kesejahteraan di akhirat lebih di utamakan, sebab ia  merupakan suatu 
kehidupan yang abadi dan lebih bernilai dibanding kehidupan dunia. 
3. Konsep maslahah Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam 
Berbeda dengan agama lainnya, Islam adalah satu-satunya agama yang 
memiliki sistem ekonomi, yaitu sistem dan aturan berupa etika dan hukum yang 
‘langsung’ dibuat oleh Allah swt sendiri dan menjadikan rasulullah saw sebagai 
contoh aplikatif dari sistem ekonomi tersebut. Sistem Ekonomi islam tidak terlepas 
dari syariah. Sistem Ekonomi Islam adalah bagian dari syariah, sehingga dalam 
penjelasan diatas salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi adalah 
tentang harta. 34 
Adapun konsep maslahah memelihara harta dalam sistem Ekonomi Islam, 
Dr.Ali Musa Husain dalam risalah disertasinya yang berjudul Maqshodu Hifdzu 
al-Mal fi al-Tashorufat al-Maliyah mengungkapkan, bahwa ada tiga pokok 
penting yang perlu diperhatikan di dalam menjaga/memelihara harta dalam 
kegiatan muamalah, yaitu dengan pencatatan, dengan persaksian, dan dengan 
penyertaan dokumentasi.35 Hal ini sesuai dengan maksud yang terkandung didalam 
firman Allah swt sebagai berikut: 
Terjemahannya: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang dari kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia 
menulis,dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan 
 
34Andi Iswadi, “Maslahah Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam”, Jurnal 
Filsafah dan Budaya Hukum, h. 29. 





ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 
mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang 
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 
mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika 
tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan 
dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang 
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) 
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil 
disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah 
itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa 
diantara kamu,(jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 
berjual beli;dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu 
lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 
dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah;Allah mengajarmu;dan Allah maha 
mengetahui segala sesuatu”. (Q.s.Al.Baqoroh [2]:282). 
Dengan pencatatan, konsep maslahah memelihara harta dalam sistem 
Ekonomi Islam yang dimaksud adalah, menghilangkan keraguan diantara pihak 
yang bertransaksi, memberikan penjelasan yang nyata jika terjadi sengketa, 
menjaga harta atau objek transaksi dari hal-hal yang menguranginya ataupun 
menghilangkannya, menghindari kelalaian dan penipuan, dan mengikat para pihak 
yang bertransaksi untuk hak dan kewajibannya.36 Dengan persaksian, konsep 
maslahah memelihara harta dalam Sistem Ekonomi Islam yang dimaksud adalah, 
menjaga kegiatan transaksi dari kecurangan, menghilangkan keraguan dari 
berkurangnya hak atas kegiatan bertransaksi.37 Dan dengan penyertaan 
dokumentasi, konsep maslahah memelihara harta dalam sistem ekonom islam yang 
dimaksud adalah, menjadikannya sebagai penguat atau bukti hukum, memelihara 
 
36Ali Musa Husain, Maqshodu Hifdzu al-Mal fi al-Tashorufat al-Maliyah, Disertasi, h. 
152. 





perkara transaksi yang telah berlalu lama, dan menjadi pedoman pihak yang 
bertransaksi dari kefasikan dan kecurangan.38 
Selain dari hal yang diatas, didalam fiqh muamalah, memelihara harta 
juga dikemukakan dengan berbagai macam, diantaranya adalah dengan cara jual-
beli, investasi, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.39 Kemaslahatan memelihara 
harta dalam Islam benar-benardiperhatikan, hal ini diperuntukan bagi manusia agar 
satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang bathil, agar hak 
dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi terjaga dan 
terselamatkan dari kefasikan, dan agar ketentraman bagi pihak yang bertransaksi 
terwujud. 
4. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 
a. Indikator kesejahteraan masyarakat secara umum 
Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator 
kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana 
masyarakat dapat dikatakan sejahterah atau tidak. Kesejahteraan masyarakat hanya 
dapat diukur dengan indikator moneter menunjukan ketidaksempurnaan ukuran 
kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh 
karena itu, Beckerman membedakan indikator kesejahteraan masyarakat dalam 
tiga kelompok,yaitu:40 
 
38Ali Musa Husain, Maqshodu Hifdzu al-Mal fi al-Tashorufat al-Maliyah, Disertasi, h. 
170. 
39Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 83-100. 





1) Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan 
masyarakat di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan 
pendapatan nasional yang dipelopori Colin Clark, Gilbert, dan Kanvis. 
2) Kelompok yang berusaha untuk menyusun penyesuaian pendapatan 
masyarakat dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat 
harga setiap negara. 
3) Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan 
setiap warga negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti 
jumlah kendaraan bermotor dan konsumsi minyak yang dipelopori 
Bennet. 
Menurut BKKB ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu 
keluarga dikategorikan sibebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga 
melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing, seluruh 
anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, setiap anggota 
keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja dan 
bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS 
(Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB ke sarana/petugas kesehatan serta 
diberi cara KB modern.41 
Dari difinisi indikator kesejahteraan di atas dapat disimpulkan bahwa 
indikator kesejahteraan meliputi:42 
 
41Sub Direktorat Analisis Statistic, Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000, 
(Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008), h. 4. 
42Sub Direktorat Analisis Statistic, Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000, 





Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat yang 
berasal dari pendapatan rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah 
tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan 
maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material. Indikator 
pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: 
a) Tinggi (Rp.>5.000.000) 
b) Sedang (Rp.1.000.000-Rp.5.000.000) 
c) Rendah (<Rp. 1.000.000) 
2) Konsumsi pengeluaran 
Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator 
kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah 
tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh 
pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah 
tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk 
makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non 
makanan <80% dari pendapatan. 
3) Pendidikan  
Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga 
pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial dan kemajuan 
bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang serupa nilai-nilai luhur 




berlaku. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar 
kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun. 
4) Kesehatan 
Kesehatan adalah keadaan sejahterah dari badan, jiwa dan sosial 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu 
ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan 
sumber daya manusia antar Negara adalah Human Development Index (HDI) atau 
Index Pembangunan Manusia (IPM), index tersebut merupakan indikator komposit 
yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidupwaktu lahir), pendidikan 
(angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita).43 
BKKBN mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat desa 
sebagai ukuran kesejahteraan keluarga/taraf hidup masyarakat, terdiri dari lima 
tingkat kesejahteraan , yaitu: 
a. Keluarga Prasejarah, yaitu keluarga yang belumdapat memenuhi kebutuhan 
dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan. 
b. Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan 
dasar minimum, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial 
psikologisnya seperti: pendidikan, interaksi dalam keluarga, dan interaksi 
lingkungan tempat tinggal dan transportasi. 
c. Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah memenuhi 
kebutuhan dasar minimum, juga kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi 
 




belum dapat memenuhi kebutuhan berkembang/perkembangannya seperti 
menabung, memperoleh informasi, transportasi dan sebagainya. 
d. Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh 
kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan 
perkembangan, namun belum dapat berpartisipasi maksimal terhadap 
masyarakat baik dalam bentuk sumbangan material, keuangan, ikut serta 
secara aktif dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan, dan sebagainya. 
e. Keluarga Sejahtera III-plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi 
seluruh kebutuhannya baik kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial 
psikologis, kebutuhan berkembang serta telah dapat memberikan sumbangan 
nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat atau pembangunan. 
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN,2014) 
menentukan tingkat kesejahteran keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) 
tahapan, adapun indikatornya sebagai berikut: 
a) Keluarga Sejahtera I (KS I) dengan kriteria sebagai berikut: 
• Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih. 
• Para anggota keluarga memiliki pakaian berbeda di 
rumah/pergi/bekerja/sekolah 
• Rumah yang ditempati eluarga mimiliki atap,lantai dan dinding 
• Bila ada anggota keluarga yang sakit maka dbawa ke sarana 
kesehatan 





• Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah 
b) Keluarga Sejahtera II (KS II) dengan kriteria sebagai berikut: 
• Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama 
• Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan 
lauk daging/ikan/telur 
• Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel 
pakaian baru dalam setahun 
• Luas lantai paling kurang 8 m2 untuk tiap penghuni 
• Tiga bulan terakhir tiap anggota keluarga dalam keadaan sehat 
• Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk 
memperoleh penghasilan 
• Anggota keluarga umur 10-60 bisa baca tulis latin 
• PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat 
kontrasepsi 
c) Keluarga sejahtera tahap III meliputi: 
• Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama 
• Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau 
barang 
• Keluarga makan bersama minimal sekali dalam sehari untuk 
berkomunikasi 
• Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan 
tempat tinggal 




d) Keluarga Sejahtera tahap III Plus, Meliputi: 
• Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan 
materil untuk kegiatan sosial 
• Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan 
sosial/yayasan/intitusi masyarakat. 
b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam 
Ekonomi adalah kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus didapatkan dan bila tidak 
maka akan terganggu fikik dan psikis manusia. Sedangkan keinginan sesuatu yang 
didapat dan bila tidak terpenuhi maka hanya akan terganggu psikis saja.44 
Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang 
disebut dengan Maslahah. Maslahah diartikan sebagai segala sesuatu yg 
menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia,dan perolehan apa-
apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam 
pengertian yang mutlak. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Fussilat ayat 10 yang 
menjelaskan bahwa Allah swt telah menciptakan segala sesuatu untuk memenuhi 
kebutuhan manusia sesuai dengan apa yang diperlukan. Kebutuhan menurut islam 
adalah kebutuhan yang didasarkan pada tiga kebutuhan dasar, seperti yang 
diungkapkan ilmuan Islam Al-Syatibi, yaitu :45 
a) Al-Dharuriyah (Kebutuhan Primer) 
 
44Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 
Persada, 2012), h. 12. 
45Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi tentang Maslahahdan Implementasinya dalam 




Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk 
eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia. 
Keperluan dan perlindungan al-dharuriyyah ini dalam buku ushul fiqh, termasuk 
Al.Syatibi, membagi menjadi lima hal, yaitu pemenuhan kebutuhan serta 
perlindungan yang diperlukan untuk, keselamatan agama (ketaatan ibadah kepada 
Alah swt), keselamatan jiwa, keselamatan akal (termasuk hati nurani), keselamatan 
atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindungnya 
harga diri dan kehormatan seseorang dan keselamatan serta perlindungan atas 
harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.46 
b) Al-Hajiyyah (kebutuhan Sekunder) 
Yaitu kebutuhan-kebutuhan yang apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi 
tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan bahkan 
kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai kepada kepunahan 
atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan al-dharuriyyat dengan al-
hajiyyat adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. 
 
 
c) Al-Tahsiniyyah (kebutuhan tersier/pelengkap) 
Yaitu semua kebutuhan dan perlindungan yang diperlukan agar 
kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, 
lapang dan lebih lapang lagi begitu seterusnya. Tanpa terpenuhinya kebutuhan 
 
46Al Yasa’ Abubakar, Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul 




tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. 








A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan 
sebagai penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data 
berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) yang telah diperoleh dan dengan demikian 
tidak menganalisis angka-angka.47 
2. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di 
BUMDES Lamattiriattang Desa Lamattiriattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten 
Sinjai. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan 
sosiologi dan Normatif. 
1. Pendekatan Deskriptif Kualitatif 
Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku 
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2. Pendekatan Normatif 
Pendekatan Normatif adalah suatu metode pendekatan terhadap suatu 
masalah yang didasarkan pada hukum islam, baik yang berasal dari Al.Qur’an, 
al.Hadis, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau 
sumber pertama dilapangan.48 Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa 
informan baik itu masyarakat sekitar, pengawai bumdes dan aparat desa Lamatti 
Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
sumbernya tetapi melalui perantara misalnya dengan mempelajari berbagai 
literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang terkait 




48H.M.Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format 
Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam menghimpun data penelitian, penulis menggunakan beberapa 
metode, yaitu: 
1. Observasi 
Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek 
penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.50 Observasi yang 
penulis lakukan yaitu dengan melihat peranan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES) secara real serta juga melihat kesejahteraan masyarakat Desa 
Lamattiriattang dengan adanya pengelolaan oleh BUMDES. 
2. Interview/wawancara 
Interview/wawancara adalah cara mengumpulkan data yang digunakan 
untuk memperoleh informasi langsung dari sumberya. Wawancara ini digunakan 
bila ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam serta jumlah responden yang 
lebih sedikit.51 
3. Dokumentasi 
Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu bisasanya berupa 
surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak,foto dan lain-lain. Data-data 
diperoleh dari kegiatan masyarakat didesa Lamattiriattang, dan juga data yang 
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E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan suatu unsur yang penting dalam suatu 
penelitian, karena fungsinya sebagai sarana pengumpul data yang banyak 
menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, 
instrumen penelitian yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi 
penelitian itu sendiri. Sehingga nantinya dapat merangkum permasalahan. 
 Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Pedoman wawancara mendalam 
2. Kamera 
3. Alat perekam 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka 
analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu kepada beberapa 
tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (1984).52 
1. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung dilapangan kemudian 
wawancara mendalam terhadap informan yang compatible terhadap 
penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh 
data yang sesuai yang diharapkan. Ataupun dengan menelaah literatur-
literatur yang berhubungan dengan penelitian. 
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2. Reduksi data adalah proses pemilihan , pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan 
data. 
3. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk 
teks naratif atau grafis yang bertujuan mempertajam pemahaman 
penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam 
uraian penjelasan. 
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan 
dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan 
ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis 
data yang bersifat penjelasan atau penguraian data dan informasi yang 
kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung 
pembahasan yang relevan kemudian diperoleh kesimpulan dari 
permasalahanpenelitian ini. 
G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 
Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Menurut Paton ada 4 
macam triangulasi sebagai teknik untuk mencapai keabsahan, yaitu:53 
1. Triangulasi Sumber Data 
Teknik ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber baik dari 
wawancara, observasi maupun dokumentasi. Untuk menguji kredibilitas data 
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 
 
53Kasiyan, “Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi Pada Uji Validitas Data Skripsi 
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sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga mnghasilkan suatu 
kesimpulan. 
2. Triangulasi Pengamat 
Teknik ini menggunakan bantuan pengamat ketika penelitian 
berlangsung. Triangulasi ini dilakukan dengan cara lebih dari satu orang dalam  
pengumpulan dan analisis data. Perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak 
menggali data harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas konflik 
kepentingan agar tidak merugikan peneliti. 
3. Triangulai Teori 
Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data 
yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Dimana informasi tersebut kemudian 
dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari hasil yang 
tidak sesuai dengan kesimpulan yang dihasilkan. 
4. Triangulasi Metode 
Penggunaan metode yang bervariasi dalam penelitian akan memberikan 
warna penelitan yang berbedajuga sehingga penarikan kesimpulan lebih mudah. 
Triangulasi mtode ini dilakukan dengan cara membandingan informasi atau data 
dengan cara yang berbeda. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi 
yang diperoleh dari subjek atau informan diragukan kebenarannya. Dengan 
demikian, jika data itu sudah jelas naskah atau teks, triangulasi tidak perlu 
dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan. 
Dari empat macam triangulasi di atas, peneliti menggunakan triangulasi 




mengumpulkan berbagai macam informasi dari beberapa sumber kemudian 
hasilnya dibandingkan antara satu sama lain, sedangkan triangulasi metode dengan 







HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Gambaran Umum lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Desa Lamatti Riattang 
Desa Lamatti Riattang adalah desa yang terletak di ibu kota kecamatan 
Bulupoddo. Desa Lamatti Riattang terbentuk pada tahun 1975, pemberian nama 
“Lamatti Riattang” berasal dari kerajaan Lamatti yang pada dasarnya dikabupaten 
Sinjai pernah ada 3 kerajaan besar yaitu: Tondong, Lamatti, dan Bulo-bulo. 
Menurut sejarah, pada awalnya hanya ada 3 desa di Bulupoddo yaitu: 
Lamatti Riaja, lamatti Riattang dan Duampanuae sehingga pemberian nama 
Lamatti Riattang berasal dari kerajaan Lamatti bagian selatan yang dalam bahasa 
bugis, selatan disebut Riattang. Itulah awal mula nama Desa Lamatti Riattang, 
yang dipimpin pertama kali oleh “PUANG GARUNG BULUPODDO” atau A. 
Abd. Razak sejak tahun 1976-1996. 
Pada awalnya Desa Lamatti Riattang membawahi 7 dusun yang masing-
masing dipimpin oleh kepala dusun, yaitu: dusun Sahoddi, dusun Saharu, dusun 
Barang, dusun Cendrana, dusun satengnga, dusun Bulu-bulu dan dusun Bulu-lohe. 
Setelah melewati berbagai hal dan proses pemekaran yang sesuai atauran 
hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama desa, pembagian-pembagian 
kekayaan desa, dan lain-lain, akhirnya pada tahun 1985 Lamatti Riattang resmi 




sampai sekaramg, kemudian pada tahun 2007 desa Lamatti Riattang kembali 
mengalami pemekaran yang sampai sekarang disebut Desa Lappa Cindrana. 
Maka setelah pemekaran terakhir pada tahun 2007 sampai sekarang di 
Desa Lamatti Riattang ada 4 wilayah dusun yakni: Dusun Sahoddi, Dusun Saharu, 
Dusun barang I dan Dusun Barang II. 
Adapun yang pernah menjadi kepala Desa Lamatti Riattang adalah: 
a) Abd. Razak (1976-1996); 
b) Sommeng (1996-2001); 
c) Muh.Marzuki (2001-2014); 
d) Plt. Hj.Rosmiati, S.Sos (2014-2015); 
e) Amiruddin, A.Md (2015-sekarang). 
2. Kondisi Umum Desa Lamatti Riattang 
a) Kondisi Geografis dan Demografis 
Desa Lamatti Riattang adalah desa dengan luas wilayah 10,12 km2. 
Dengan jumlah penduduk sebanyak 2004 orang yang terdiri dari 1039 orang 
penduduk perempuan dan 965 orang penduduk laki-laki dengan jumlah kepala 
keluarga sebanyak 626 kk. 
Batas-batas administratif pemerintahan Desa Lamatti Riattang, 
Kecamatan Bulupoddo Sebagai berikut: 
▪ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lappa Cindrana, Kec. 
Bulupoddo. 





▪ Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Mattundreng Tellue, 
Kec. Sinjai Tengah 
▪ Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulu Tellue, Kec. 
Bulupoddo. 
Dilihat dari topografi dan kontur tanah, desa Lamatti Riattang , 
kecamatan Buluoddo secara umum berupa persawahan. Desa Lamatti Riattang 
terdiri atas 4 Dusun, 7 RW dan 17 RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibu kota 
kecamatan adalah 0 KM, dari ibu kota sepanjang 17 KM dengan waktu tempuh 30 
menit dan jarak dari ibu kota Provinsi adalah 224 KM dengan waktu tempuh 5 
jam. 
b) Mata Pencaharian 
Mata pencaharian penduduk desa Lamatti Riattang, Kecamatan 
Bulupoddo terdiri dari: 
Tabel 4.1 
Mata Pencaharian masyarakat desa Lamatti Riattang 
No. Jenis Pekerjaan Jumlah 
1. Pemilik usaha Tani 431 orang 
2. Buruh Perkebunan 397 orang 
3. Peternakan perorangan 1 orang 
4. Pemilik usahan pengelolaan hasil hutan 235 orang 
5. Karyawan perdagangan hasil bumi 1 orang 




7. Pemilik usaha jasa transportasi dan 
perhubungan 
2 orang 
8. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 74 orang 
9. TNI/POLRI 2 orang 
Sumber data : Arsip Data Desa Lamatti Riattang Tahun 2019 
c) Sarana dan prasarana 
Sarana dan prasarana sangat penting dimiliki oleh Desa ataupun kampung 
karena dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu masyarakat 
agar lebih mudah mengakses kebutuhannya. Sarana yang dibutuhkan masyarkat 
misal untuk mengurus adminstrasi kependudukan yaitu sarana kantor Desa, sarana 
ibadah, pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana ekonomi seperti pasar 
Desa dan lain Sebagainya. 
Tabel 4.2 
Sarana kantor Desa ,sarana Ibadah, pendidikan, dan kesehatan 
No. Jenis Sarana Jumlah 
1. TK/PAUD 3 
2.. Sekolah Dasar (SD) 2 
3. SLTP/MTS 2 
4 SLTA/SMK 1 
5. Masjid 10 
6. Kantor Desa 1 




8. Perpustakaan Desa 1 
9. Taman Baca Desa 1 
10. posyandu 4 
Sumber Data : Arsip Data Desa Lamatti Riattang Tahun 2019  
3. Profil dan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lamatti 
Riattang 
Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil 
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kebijaka-
kebijakan yang sudah ada dirasa belum optimal dampaknya kepada masyarakat 
kecil. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi 
di tingkat pedesaan. Organisasi ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian yang 
sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan 
ekonomi kerakyatan.  
Berikut adalah laporan hasil penelitian pada BUMDES Lamatti Riattang 
di Desa Lamatti Riattang yang dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai 8 
orang responden yang terdiri atas ketua, sekertaris dan bendahara BUMDES 
Lamatti Riattang, pengurus BUMDES, serta beberapa masyarakat yang telah 
mengikuti salah satu unit usaha BUMDES dan beberapa masyarakat yang tidak 
pernah mengukuti unit usaha yang dilakukan oleh BUMDES Lamatti Riattang 
untuk mengetahui perkembangan BUMDES yang ada di desa Lamatti Riattang. 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lamatti Riattang terletak di desa 
Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. BUMDES Lamatti 




baru di resmikan pada tanggal 30 Maret 2017. Sampai tahun 2019 BUMDES 
Lamatti Riattang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun terakhir. 
BUMDES Lamatti Riattang ini berdiri dikarenakan pemerintah desa ingin 
membentuk sebuah lembaga perekonomian yang dapat mengelola potensi desa 
yang dimiliki desa Lamatti Riattang. Selain untuk mengelola potensi desa yang 
dimiliki juga sebagai sarana dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan 
kesejahteraan. Banyak potensi desa yang dapat dikelola dan menjadi sumber 
pendapatan bagi masyarakat, oleh karena itu pemerintah mendirikan BUMDES 
Lamatti Riattang ini untuk membantu masyarakat dalam mengelola potensi-
potensi tersebut 
Dari observasi yang penulis lakukan selama beberapa minggu di lokasi 
penelitian, ada banyak potensi yang dapat dikembangkan di daerah tersebut. 
seperti potensi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan 
pariwisata. Jika potensi-potensi tersebut dapat dikelola secara maksimal maka 
bukan tidak mungkin akan menghasilkan keuntungan yang besar yang dapat 
menunjang kehidupan masyarakat sekitar.  
Modal awal BUMDES Lamatti Riattang 100% berasal dari pemerintah 
yang berjumlah Rp.79.700.000,-. Yang kemudian dari modal itu di bagi untuk 
beberapa program atau unit usaha yang telah di bentuk oleh BUMDES itu sendiri 
selain itu digunakan juga untuk pembelian barang inventaris BUMDES.54 
Adapun BUMDES Lamatti Riattang Pada awal masa pengelolaan 
merencanakan beberapa program-program atau unit usaha diantaranya simpan-
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pinjam, penyewaan alat-alat pengantin beserta makeup pengantin, WASERDA 
(warung serba Ada), serta peternakan sapi. Namun yang berjalan hingga saat ini 
hanya dua unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam dan unit penyewan pakaian 
pengantin beserta make up nya. Adapun untuk unit usaha WASERDA hanya 
bertahan beberapa bulan setelah pembentukannya. Hal ini terjadi karena para 
pengurus WASERDA tidak dibekali dengan pengetahuan mengelola bisnis yang 
memadai hingga tidak dapat mengelola WASERDA tersebut dengan maksimal. 
Sedangkan unit usaha peternakan sapi berproses hanya sampai pembuatan kandang 
sapi dan berhenti karena terbatasnya dana yang dimiliki. 
Berikut ini penjelasan secara rinci unit usaha yang dikelola oleh 
BUMDES Lamatti Riattang: 
1) Unit Usaha Simpan Pinjam 
Unit usaha ini menjadi unit usaha yang paling di gemari masyarakat desa 
Lamatti Riattang. Melaui unit usaha ini masyarakat desa Lamatti Riattang 
diberikan kesempatan dan peluang untuk meminjam uang yang dapat digunakan 
sebagai modal usaha untuk menambah penghasilannya sehari-hari. Unit usaha ini 
untuk sementara hanya diperuntukkan untuk masyarakat asli desa Lamatti 
Riattang. Untuk setiap pinjaman yang diberikan dikenakan bunga yakni 1,5% per 
bulan . karena bunga yang rendah tersebut sehingga banyak masyarakat yang 
meminjam uang di BUMDES karena merasa bunga tersebut tidak tidak terlalu 
memberatkan.  
Modal awal yang diberikan kepada unit usaha simpan pinjam pada bulan 




dana beberapa kali yakni pada 8 Agustus 2017  mendapatkan mendapatkan 
tambahan dana sebesar Rp.5.000.000,-, 14 februari 2018 sebesar Rp.11.000.000, 
dan terakhir pada tanggal 15 maret 2018 dengan tambahan dana sebesar Rp. 
10.000.000,-.55 
Meskipun telah mendapatkan beberapa kali penambahan dana, namun 
pihak pengurus masih merasa dana itu kurang dan akhirnya dana yang diberikan 
kepada masyarakat untuk dipinjamkan diberikan batasan yakni jumlah maksimal 
peminjaman adalah sebesar Rp.10.000.000 dan jumlah minimal peminjaman pada 
awalnya adalah sebesar Rp.2.000.000. namun karena banyak masyarakat yang 
meminta peminjaman uang dibawah jumlah tersebut maka jumlah minimal 
peminjaman uang diturunkan menjadi Rp.500.000..56 
Agar dapat diberikan uang pinjaman dari BUMDES, masyarakat harus 
melengkapi persyaratan dan berkas-berkas sebagai berikut:57 
a. Pengantar dari Desa; 
b. Jaminan yang sesuai dengan jumlah uang yang akan di pinjam; 
c. Surat perjanjian simpan-pinjam yang dilengkapi dengan materai; 
d. Foto Copy KK dan KTP. 
Banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya unit usaha 
simpam pinjam ini. Karena dilihat dari mata pencaharian masyarakat desa Lamatti 
Riattang banyak yang berprofesi sebagai pedagang kue kecil-kecilan dipasar. 
 
55Buku Kas BUMDES. 
56Hasil Wawancara dengan Ramlawati (KASI Keuangan BUMDES Lamatti Riattang), 
dilakukan pada 1 November 2019. 
57Hasil Wawancara dengan Ramlawati (KASI Keuangan BUMDES Lamatti Riattang), 




Seperti halnya beberapa informan yang peneliti telah wawancarai yakni ibu 
jubaedah yang merupakan seorang penjual kue mengatakan bahwa sangat terbantu. 
 
“marefe’na mindreng doi iya’di BUMDES ndi..biasa seddi juta biasato 
seddi juta sitengnga. Kufake melli akkabbureng beppa nappa ku baluki di 
fasake beppana, tulu laku maneng mua beppau , kulle tonna bantu-bantui 
bafanna sappa-sappa doi.”58 
 
 
Dengan adanya unit usaha tersebut ia menambahkan pula bahwa dengan 
meminjam uang di BUMDES maka keuntungan jualannya bertambah.59 
Hal yang sama juga di utarakan oleh ibu misna yang merupakan tukang 
jahit kecil-kecilan yang telah 3 kali meminjam uang di unit usaha BUMDES 
tersebut.  
 
“terbantu kalea iya ku sedding ndi’, enna’na na masessa taue lao sappa 
doi ku eloki taue mindreng, furakku mindreng di BUMDES nappa kufake 
i melli bahang untu majjai ,mendre teneng kuruntu-runtuke”.60 
 
 
Dengan meminjam uang di BUMDES ibu misna mengatakan dapat 
memperluas tokoh nya sedikit demi sedikit. Ibu misna juga mengatakan bahwa 
bunga yang diberikan kepada peminjam juga tidak terlalu besar hingga para 
peminjam tidak merasa terlalu terbebani. 
Meskipun dari hasil wawancara beberapa narasumber yang telah 
meminjam di BUMDES mengatakan bahwa unit usaha simpan pinjam tersebut 
 
58Wawancara dengan ibu Jubaedah (masyarakat yang ikut dalam unit usaha BUMDES), 
dilakukan pada 7 November 2019. 
59Wawancara dengan ibu Jubaedah (masyarakat yang ikut dalam unit usaha BUMDES), 
dilakukan pada 7 November 2019. 
60Wawancara dengan ibu Misna (masyarakat yang ikut dalam unit usaha BUMDES, 




sangat membantu untuk melakukan atau melancarkan usaha mereka, namun masih 
banyak pula masyarakat yang kurang mengetahui bahkan tidak mengetahui tentang 
adanya unit usaha simpan pinjam ini. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang 
dilakukan oleh pihak BUMDES Lamatti Riattang belum maksimal.  
Ibu masyita mengatakan hal yang sejalan dengan hal tersebut yakni beliau 
tidak mengetahui apa persisnya unit-unit usaha yang telah dilakukan atau dibentuk 
oleh BUMDES Lamatti Riattang sebagai berikut: 
 
“enna kuissengngi iya kedeke aga na jama , taue tommi fura ku angka 
linga makkeda kedeke engka BUMDES dibentu di desae..ne assaleng 
kuissennami kdeke engka BUMDES korodo diaseng ne ennna ku issengi 
aga nafugau”61 
 
Dari wawancara tersebut diketahui bahwa ibu masyita hanya 
mengetahui bahwa ada lembaga yang bernama BUMDES yang telah dibentuk oleh 
pemerintah desa tanpa mengetahui apa sebenarnya program-program atau kegiatan 
yang dilakukan oleh BUMDES Lamatti Riattang.62 
Hal yang hampir sama juga dipaparkan oleh ibu Maryam yang 
mengatakan sebagai berikut: 
“kalau saya dek baru 1 tahun kutau kalau ada itu BUMDES, itu pi 
kutauki karna banyak-banyakmi orang yang pinjam uang di situ baru 
cerita-ceritami. Waktunya masih awal-awal dibentuk nah tidak adapi 
orang tauki. Apalagi itu pegawainya tidak nakasih tau tongki orang-
orang yang jaug tempat tinggalnya dari kantor”63 
 
61Hasil wawancara dengan ibu Masyita (masyarakat yang tidak ikut dalam unit usaha 
BUMDES), dilakukan pada 31 Oktober 2019. 
62Hasil wawancara dengan ibu Masyita (masyarakat yang tidak ikut dalam unit usaha 
BUMDES), dilakukan pada 31 Oktober 2019. 
63Hasil wawancara dengan ibu Maryam  (masyarakat yang tidak ikut dalam unit usaha 





Dari pernyataan ibu maryam tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pengetahuan masyarakat tentang BUMDES masih sangat minim, apalagi pada 
awal-awal pembentukan BUMDES. Hanya beberapa masyarakat yang mengetahui 
tentang adanya lembaga BUMDES tersebut. 
Sosialisasi kebanyakan hanya di lakukan melalui percakapan-percakapan 
sehari- hari yang dilakukan kepada beberapa orang yang tinggal di sekitaran kantor 
BUMDES atau di sekitaran rumah para pengurus BUMDES. Hal tersebut 
membuat masyarakat yang tinggal cukup jauh bahkan terpencil dari kantor 
BUMDES tidak mengetahui informasi tentang adanya unit usaha yang di kelola 
oleh BUMDES. 
2) Unit Usaha Penyewaan Pakaian Pengantin 
Unit usaha penyewaan pakaian pengantin ini dikelola oleh beberapa 
pengurus BUMDES dan dibantu oleh beberapa masyarakat yang sewa. Sistem 
kerja unit usaha ini adalah masyarakat memberitahukan kepada pengelola unit 
usaha peminjaman pakaian penganti tentang pakaian atau alat-alat dengan harga 
berapa yang mereka akan sewa, kemudian pengelola menyiapkan pakaian 
pengantin sesuai dengan permintaan masyarakat.  
Adapun pembayarannya akan diberikan setelah pesta pernikahan selesai 
di gelar. Setelah pihak BUMDES mendapatkan uang sewa dari masyarakat, 
barulah uang untuk para pekerja yg di panggil untuk membantu merias pengantin 
dan lain-lain di berikan. 
Dengan sistem seperti itu,maka akan sangat mempermudah masyarakat 




masyarakat akan mendapatkan pakaian dan peralatan pengantin sesuai dengan 
kemampuan keuangannya. Meskipun sistem peminjamannya lumayan 
memudahkan bagi masyarakat, namun unit usaha peminjaman pakaian ini belum 
terlalu di minati masyarakat desa Lamatti Riattang. Hal ini disebabkan karena 
pakaian pengantin yang dimiliki unit peminjaman tersebut sudah tua dan 
ketinggalan zaman.64 Hal ini sesuai dengan wawancara kepada ibu Ariyani selaku 
sekertaris merangkap pengelola unit usaha penyewaan pakaian pengantin sebagai 
berikut: 
 
“sebenarnya waktu awal-awal dek adaji beberapa yang sewa baju dikita 
tapi setelah beberapa lama berjalan berkurang sekami pendapatan, 
mungkin karena bosanmi masyarakat sama bajun-bajunya, karena 
berapa pasangji juga bajunya baru baju tua semuami”65 
 
 
Dari hasil wawancara tersebut ibu aryani mengatakan bahwa salah satu 
penyebab tidak berkembangnya unit usaha penyewaan pakaian pengantin karena 
pakaian yang disedian sudah ketinggalan zaman dan tidak pernah diperbaharui, hal 
itu membuat masyarakat tidak berminan menyewa pakaian pengantin di unit usaha 
BUMDES tersebut. 
Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan direktur BUMDES itu sendiri 
yakni bapak M.Jamil yang mengatakan sebagai berikut: 
 
64Hasil Wawancara dengan ibu Ariyani (pengelola unit usaha penyewaan pakaian 
pengantin), 6 November 2019. 
65Hasil Wawancara dengan ibu Ariyani (pengelola unit usaha penyewaan pakaian 




“gara-gara enna’ na engka di tambai bae itu diase fakaianna lo 
BUMDES ke jadi enna’ bahang agaga tau elo mindreng. Bosan 
manenni”66 
 
Hal tersebut terjadi karena sejak awal pembentukan unit usaha 
peminjaman pakaian pengantin ini ,pakaian –pakaian tersebut belum pernah di 
perbaharui. Sedangkan masyarakat selalu menginginkan pakaian yang baru dan 
lebih mengikuti zaman. Ditambah lagi di desa lamatti Riattang sendiri juga 
terdapat beberapa tukang make up pengantin dan menyewakan pakaian pengantin 
pula yang model dan warnanya lebih modern yang tentunya lebih menarik bagi 
masyarakat Desa Lamatti Riattang.  
Pada saat wawancara, Direktur BUMDES Lamatti Riattang mengatakan 
sebagai berikut: 
 
“sebenarnya yang kasih malaski pengurusnya juga karena tikak ada gaji 
perbulannya pengurus belah, ituji na ada gajinya pengurus ta sedikit 
kalau ada hasil keuntungan dari unit-unit usaha yang dikelola, itu 
keuntungannya digabung trus dibagi”67 
 
Dalam wawancara tersebut direktur BUMDES mengatakan bahwa kurang 
nya pemahan para pengurus BUMDES dalam pengelolaan unit-unit usaha yang 
dikelola Ditambah lagi para pengurus BUMDES lamatti Riattang tidak memiliki 
gaji yang tetap perbulannya. Gaji para pengurus BUMDES diambil dari 
 
66Hasil Wawancara dengan Muh Jamil (Direktur BUMDES Lamatti Riattang) , 
dilakukan pada 31 Oktober 2019. 





keuntungan unit usaha yang kemudian di bagis berdasarkan ADRT yang telah 
ditentukan.68 
Hal yang serupa juga dinyatakan oleh ibu Ramlawati sebagai berikut: 
 
“sebenarnya dek, diatas di BUMDES itu jarang sekali orang berkantor 
karna itu smua na pikir teman-teman bilang tidak menentuji gajita 
disitu,sayang sekali dirasa kalau tinggal teruski d kantor nah adaji bisa 




Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa semua pengelola 
BUMDES tidak berkantor dikarenakan mereka tidak memiliki gaji tetap yang 
membuat mereka mencari atau mengerjakan hak lain yang dapat menghasilkan 
bagi mereka. 
 
B. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lamatti Riattang Dalam 
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 
Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi pada masyarakat kecil 
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakt. Oleh karena itu 
pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di Tingngkat 
pedesaan. Lembaga ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat 
penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi 
kerakyatan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. 
 
68Hasil Wawancara dengan Muh. Jamil (Direktur BUMDES), dilakukan pada 31 
Oktober 2019. 
69Hasil Wawancara dengan Ramlawati (KASI Keuangan BUMDES Lamatti Riattang), 




Suatu pendekatan baru yang dapat mendukung dan menggerakkan 
perekonomian di Desa adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang 
dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. Ditengah-tengah persaingan global 
yang lebih kompetitif, banyak sekali pelaku ekonomi yang ikut berperan dalam 
proses pertumbuhan dan perkembangan desa. Salah satu nya program yang sedang 
gencang di promosikan oleh Departemen Dalam Negeri adalah Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDES) sebagai penggerak perekonomian Desa. BUMDES sebagai 
lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha Desa, 
meliputi usaha sektor moneter (keuangan) dan sektor rill. Disahkannya Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah suatu 
perubahan yang lebih baik di dalam masyarakat di Desa itu sendiri. Salah satunya 
tujuan pengaturan desa melaui Undang-undang yang tercantum dalam pasal 4 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahan 2014 tentang Desa adalah 
mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk 
pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. 
Pada penelitian ini peneliti akan meneliti peran dari lembaga ekonomi 
yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap kesejahteraan masyarakat. 
BUMDES telah menyebar diberbagai daerah salah satunya di daerah Sulawesi 
Selatan, seperti di Desa Lamatti Riattang yang telah membentuk BUMDES sejak 3 
tahun yang terakhir.. 
Menurut Todaro dan Stephen Smith, kesejahteraan masyarakat 
menunjukan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan 




distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan 
perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, 
pendidikan yang lebih baik dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan 
ketersediaan pilihan sosial individu dan bangsa. Terdapat berbagai macam 
indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat 
diantaranya yaitu: 
1. Pendapatan 
Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang 
berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota 
rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, 
kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. 
Sebagian besar masyarakat desa Lamatti Riattang berprofesi sebagai petani. 
Terdapat 431 orang masyarakat yang menjadi pemilik usaha tani. Sedangkan 
pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga menurut data 
dari kantor Desa adalah sebesar Rp. 500.000,00 sedangkan untuk pendapatan Rill 
kepala keluarga adalah sebesar Rp.6.000.000,00.  
BUMDES dalam hal ini memang dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat. Namun karena sosialisasi yang dilakukan belum maksimal sehingga 
masyarakat yang ikut dalam program BUMDES juga  masih sangat sedikit. Hal itu 
mengakibatkan peningkatan pendapatan masyarakat tidak merata, peningkatan 
pendapatan yang dirasakan  karena mengikuti unit usaha BUMDES masih hanya 
dirasakan oleh beberapa orang saja. Padahal jika sosialisasi yang dilakukan 




meningkatkan pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Seperti hal nya yang 
dikatakan oleh ibu Jubaedah dalam wawancaranya sebagai berikut: 
 
“ku iyya toh ndi’ kurasa kale sedding meningka kuruntu-runtu’ke. Iyana 
ro na makkulang-kulangna mala doi’ di BUMDES. Seandainya mafasyeki 
syarana pauangngi taue kdeke engka maka doi diindreng koro pasti 
maega kale tau mindreng doi, sebenarna maega tau keddimai elo 
mindreng doi ne enna na ullei ku matandre kale bungana loh ndi’ ku di 




Dari wawancara tersebut dapat di simpulkan bahkan masyarakat yang 
meminjam uang di unit usaha BUMDES yang digunakan untuk usaha merasakan 
adanya peningkatan pada pendapatan mereka walaupun mereka tidak dapat 
menyebutkan secara pasti berapa peningkatannya. 
2. Konsumsi Pengeluaran 
Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator 
kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Pengeluaran masyarakat dikelompokkan 
menjadi dua yaitu pengeluaran pangan dan bukan pangan juga digunakan sebagai 
indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah 
tangga. Masyarakat Desa Lamatti Riattang dalam memenuhi kebutuhan 
konsumsinya tidak selalu sama. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah 
tentu mereka memiliki tingkat pola konsumsi yang terbatas karena penghasilannya 
harus terbagi-bagi dengan pengeluaran untuk pangan dan bukan pangan, 
sedangkan untuk yang berpenghasilan sedang tidak semua masyarakat memiliki 
 
70Wawancara dengan ibu Jubaedah (masyarakat yang ikut dalam unit usaha BUMDES), 




tingkat pola konsumsi yang tinggi ada pula yang pola konsumsinya rendah. 
Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga disesuaikan juga 
dengan kemampuan pendapatan masing-masing masyarakat. 
Pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan pada masing-masing 
masyarakat tidak dapat ditentukan dalam hitungan rupiah. Sedangkan untuk 
keperluan sehari-hari masyarakat sangat terbantu karena kebanyakan dari 
masyarakat menanam sendiri kebutuhan sehari-harinya seperti sayur- sayuran dan 
terkadang lauk pauk seperti ikan dapat di tangkap sendiri oleh masyarakat di 
sungai ataupun rawa-rawa ditambah lagi masih banyak dari masyarakat desa 
Lamatti Riattang yang masih memasak menggunakan kayu bakar sehingga 
pengeluaran masyarakat dapat dikurangi. Pengeluaran masyarakat kebanyakan 
hanya untuk pembayaran listrik dan untuk belanja bahan tambahan di pasar setiap 
dua kali sehari. 
Dari hasil wawancara pada beberapa responden dan berdasarkan data dari 
kantor Desa Lamatti Riattang dapat disimpulkan bahwa pengeluaran konsumsi 
perbulan masyarakarat sekitar Rp.350.000- Rp.500.000. 
3. Pendidikan 
Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang dapat diberikan 
kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar 
anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan 
orang lain. 
Masyarakat Desa Lamatti Riattang termasuk masyarakat yang sangat 




tingkat pendidikan miimal 9 tahun atau setara dengan tingkat pendidikan 
SMP/SLTP.Berdasarkan data dari kantor Desa Lamatti Riattang hanya terdapat 6 
orang masyarakat Desa Lamatti Riattang yang buta aksara dan huruf latin, 
masyarakat tidak tamat SD/sederajat 24 orang, masyarakat yang tamat SLTP/SMP 
sebanyak 358 orang,  penduduk yang tamat SLTA/SMA sebanyak 183 orang, dan 
penduduk yang tamat S-1 sebanyak 53 orang.71 
Peran pendidikan sangat penting dikalangan masyarakat khususnya 
masyarakat pedesaan, karena pendidikan merupakan salah satu indikator dalam 
kesejahteraan masyarakat dimana semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka 
dapat meningkatkan pendapatan serta dapat memberdayakan masyarakat 
disekitarnya dengan ilmu yang dimilki. 
Dalam hal ini BUMDES Lamatti Riattang belum banyak mendorong 
pendidikan tinggi bagi masyarakat Desa Lamatti Riattang, karena operasional 
lembaga perekonomian yang telah lahir tiga tahun lalu ini masih sangat kurang 
bahkan dapat dikatakan kontribusinya hanya beberapa persen saja bagi kalangan 
masyarakat Desa Lamatti Riattang. Unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDES 
Lamatti Riattang belum efektif sehingga tidak dapat dijadikan tumpuan dalam 
meningkatkan kesejahteraan rumah tangga masyarakat Lamatti Riattang untuk 
melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi. 
4. Kesehatan 
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi. Indikator 
 




kesehatan yang menjadi komponen sejahtera yaitu terpenuhinya sandang, pangan 
dan kesehatan sehari-hari. 
Kesehatan masyarakat Desa Lamatti Riattang secara umum cukup baik, 
tidak ada angka gizi buruk. Berdasarkan data dari BPS kabupaten Sinjai, Desa 
Lamatti Riattang memiliki 1 unit puskesma dan posyandu sebanyak 3 unit yang 
tersebar dibeberapa dusun. Fasilitas tersebut dilengkapi dengan adanya dokter 
umum sebanyak 2 orang, dokter gigi 1 orang, tenaga perawat 12 orang, bisan 6 
orang, tenaga medis 3 orang.72 
Disamping tingkat kesehatan masyarakat Desa Lamatti Riattang cukup 
baik dengan tidak adanya gizi buruk, serta banyaknya masyarakat yang sudah 
menerapkan keluarga berencana (KB) hal ini berdasarkan  data dari BPS 
Kabupaten Sinjai yakni ada sekitar 287 masyarakat yang mengikuti program KB. 
Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan selama dilokasi penelitian, 
penulis mendapati bahwa masyarakat Desa Lamatti Riattang juga telah 
menerapkan hidup sehat, seperti BAB di yang pada beberapa tahun sebelumnya 
masih banyak masyarakat yang BAB di sembarangan tempat, masyarakat juga 
menjaga kebersihan dengan teratur membersihkan rumah dan pekarangan rumah 
dan kadang juga masyarakat mengadkan kerja bakti untuk memebersihkan 
kawasan desa. 
Kebutuhan obat-obatan masyarakat juga tersedia diwarung-warung atau 
pusat kesehatan yang ada seperti puskesmas kecuali bila penyakit yang serius dan 
harus ditangani oleh dokter maka obatnya harus menggunakan resep dokter. 
 




Kebersihan dan kesehatan masyarakat terjaga dengan baik sehingga tidak 
menimbulkan penyakit yang berbahaya. 
Dalam hal ini BUMDES Lamatti Riattang tidak memiliki peran khusus 
ataupun adanya unit usaha yang langsung menjurus pada bidang kesehatan, 
melihat tingkat kesehatan masyarakat Desa Lamatti Riattang sendiri yang sudah 
cukup baik. 
5. Perumahan Masyarakat 
Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan bahwa perumahan yang dianggap 
sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang 
baik. Bangunan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m2 
dan bagian terluas rumah bukan tanah dan penguasaan tempat tinggal adalah milik 
sendiri. 
Berdasarkan data dari kantor Desa Lamatti Riattang , perumahan 
masyarakat terbagi atas 3 jenis yaknipertama, perumahan masyarakat menurut 
dinding nya yaitu( Tembok 253 rumah, kayu 234 rumah, bambu 2 rumah). Kedua, 
rumah menurut lantai (keramik 113 rumah, semen 176 rumah, kayu 195 kayu, 
tanah 2 rumah), ketiga, rumah menurut atap (genteng 4 Rumah, seng 472 rumah, 
asbes 1 rumah, kayu 7 rumah, daun lontar/enau 3 rumah) 
Jika dilihat dari data-data sebelumnya, bisa dikatakan bahwa tingkat 
perumahan masyarakat Desa Lamatti Riattang tergolong cukup baik dan layak 
huni. Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat sebanyak 400 keluarga , 
sedangkan keluarga yang memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan 




besar di sungai/parit/kebun/hutan yakni sebanyak 7 keluarga dan sisanya terbiasa 
menggunakan fasilitas MCK umum yaitu sebanyak 8 keluarga. 
Adanya BUMDES Lamatti Riattang dalam hal perumahan masyarakat 
telah berkontribusi walaupun presentasinya kecil, dalam keberlangsungan 
kebutuhan perumahan masyarakat, unit usaha yang membantu masyarakat meiliki 
rumah layak huni adalah unit usaha simpan pinjam.karena sesui dengan hasil 
wawancara dari beberapa masyarakat yang telah ikut serta pada unit usaha simpan 
pinjam ini mengatakan bahwa dengan adanya unit usaha ini pendapatan mereka 
jadi meningkat karena hampir keseluruhan dari masyarakat yang meminjam uang 
di unit usaha ini dipergunakan sebagai modal usaha. Keuntungn dari hasil usaha 
itulah yang kemudian ditabung oleh masyarakat yang di waktu mendatang 
dipergunakan untuk memperbaiki perumahan atau tempat tinggal mereka menjadi 
layak huni. 
Semua penjabaran umum mengenai lembaga perekonomian  BUMDES 
Di Desa Lamatti Riattang, bahwa peran BUMDES Lamatti Riattang masih belum 
maksimal bahkan bisa dikatakan masih sangat minim dalam membantu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lamatti Riattang. Kesejahteraan 
masyarakat masih belum merata di kalangan masyarakat di desa Lamatti Riattang 
masih banya ketimpangan yang terjadi sebagai mana yang telah di uraikan 
sebelumnya, dengan fasilitas MCK yang belum merata dan terpenuhi.  
Ketimpangan lainnya seperti pada indikator perumahan dimana ada 
masyarakat yang memiliki rumah bagus dengan dinding tembok dan berlantai 




berdinding kayu ataupun bambu dan berlantai tanah. Fasilitas yang belum lengkap 
seperti MCK umum, fasilitas kesehatan yang masih belum lengkap serta tempat 
pembuangan sampah untuk masing-masing rumah pun belum ada. Selain itu masih 
banyak masyarakat yang tergolong keluarga pra sejahterah, tingkat kepengurusan 
tinggi yang masih tergolong rendah, dalam fasilitas material ini masih harus 
dikembangkan dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan setiap rumah 
tangga sehingga pendidikan dan fasilitas akademik semakin baik. 
Dari indikator lain seperti tingkat kesejahteraan masyarakat dan 
perumahan masyarakat mengalami peningkatan dari yang mulai rumahnya hanya 
berlantaikan tanah sekarang berubah menjadi berlantaikan semen dan keramik, 
walaupun masih ada masyarakat yang rumahnya berlantaikan tanah. Dari tingkat 
kesehatannya juga sudah cukup baik walaupun tidak ada peran khusus atau 
kontribusi langsung oleh BUMDES Lamatti Riattang. Jika dilihat dari indikator 
kesejahteraan yang ada, beberapa indikator masih banyak yang belum terpenuhi 
dengan baik seperti pendapatan yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat 
yang masih rendah, pendidikan masyarakat yang masih rendah serta fasilitas-
fasilitas yang belum terpenuhi seperti MCK umum bagi masyarakat. Peran 
BUMDES Lamatti Riattang masih sangat kurang, meskipun masyarakat yang 
menjadi pengguna unit usaha simpan pinjam merasakan ada keuntungan yang 
didapatkan, namun manfaat tersebut belum dirasakan secara keseluruan oleh 
masyarakat secara keseluruhan. 
Tetapi pada kenyataan dilapangan khususnya di Desa Lamatti Riattang ini 




pendirian serta tujuannya. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya kendala 
yang terjadi dalam lembaga tersebut seperti: 
a. Kurangnya modal yang dimiliki oleh BUMDES Lamatti Riattang; 
b. Kurangnya keterampilan dan kecakapan sumber daya manusia dalam 
kepengurusan BUMDES Lamatti Riattang; 
c. Manajemen kelembagaan yang masih sangat kurang berjalan dengan baik 
seperti perencanaan dalam menjalankan usaha untuk memperoleh 
keuntungan dan manfaat yan maksimal. Untuk aspek pengorganisasian 
yang yang masih sangat kurang baik ditambah lagi para pengurus 
BUMDES tidak berkantor yang membuat masyarakat kesulitan ketika 
memiliki kepentingan dengan pihak BUMDES. 
d. Faktor lain adalah kurangnya pengetahuan masyarakat yang sebenarnya 
disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang diberikan pihak BUMDES 
dan masih kurangnya prtisipasi masyarakat dalam memajukan unit-unit 
usaha yang dikelola BUMDES. 
Oleh karena itu harus adanya koordinasi yang baik antar pengurus 
BUMDES dan pengurus Desa serta masyarakat untuk keberlangsungan BUMDES 
Lamatti Riattang sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Pengurus 
BUMDES Lamatti Riattang juga harus memiliki strategi untuk menarik minat 
masyarakat agar sama-sama dapat mengelola potensi yang dimiliki Desa Lamatti 





Berdasarkan data yang diberikan dari kantor Desa Lamatti Riattang, 
menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Lamatti Riattang masuk 
dalam kategori  keluarga sejahterah III ,yaitu keluarga yang hampir seluruh 
kebutuhan dan keinginannya telah terpenuhi. 
Oleh karena itu peranan BUMDES Lamatti Riattang terhadap 
kesejahteraan masyarakat masih kurang maksimal walaupun tingkat kesejahteraan 
masyarakat meningkat tetapi bukan karena kinerja ataupun peran dari BUMDES 
Lamatti Riattang yang membantu meningkatkan kesejahteraa n masyarakat tetapi 
karena adanya faktor lain. Tetapi walaupun peran BUMDES Lamatti Riattang 
belum maksimal tapi pengurus BUMDES Lamatti Riattang bisa memaksimalkan 
di bidang unit usaha simpam pinjam karena pada unit usaha inilah masyarakat 
paling banyak merasakan manfaat, sedangkan untuk unit usaha penyewaan 
pakaian pengantin dirasakan masih sangan minim manfaatnya bagi masyarakat, 
walaupun belum berjalan belum maksimal tetapi bukan berarti unit usaha tersebut 
memiliki dampak negatif hanya perlu adanya pengelolaan yang baik dari 
pengelolaan unit tersebut dan juga perhatian serta pengawasan yang lebih baik lagi 
agar unit usaha tersebut dapat berkembang dengan baik dan dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat seperti tujuan awal pembentukan BUMDES tersebut. 
Walaupun peran BUMDES Lamatti Riattang belum dikatakan 
berkembang tapi direktur BUMDES Lamatti Riattang pak muh.Jamil memiliki 
keyakinan untuk perkembangan yang lebih positif lagi kedepannya dengan 
kepengurusan yang lebih baik lagi,dn juga berencana untuk melanjutkan unit usaha 




pihak-pihak yang terkait agar mendapatkan dana tambahan yang pada awal 
perencanaannya menjadi batu sandungan sehingga belum dapat terlaksana dengan 
baik. Sehingga untuk kedepannya unit-unit usaha yang dikelola BUMDES Lamatti 
Riattang ini dapat berjalan dengan baik dan dapat brkontribusi bukan hanya untuk 
kesejahteraan masyarakat tetapi juga untuk pendapatan asli desa (PADes) bagi 
Desa Lamatti Riattang. 
C. Peran BUMDES Lamatti Riattang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 
dalam Perspektif Ekonomi Islam 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu lembaga 
perekonomian yang sebagian modalnya boleh keseluruhan dari desa bisa bula 
sebagian dari desa dan sebagian yang lain berasal dari pihak lain yang digunakan 
untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat desa. Kehidupan masyarakat meningkat dan terbantu 
oleh adanya unit-unit usaha yang dikelola, keadaan ini sangat dianjurkan oleh 
agama karena BUMDES telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada 
masyarakat yang membutuhkan. 
Dalam Islam menganjurkan ummatnya untuk memproduksi dan berperan 
dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, 
perindustrian, dan perdagangan. Islam merahmati pekerjaan yang ada di dunia ini 
dan menjadikannya dari bagian ibadah dan jihad. BUMDES membantu 
masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya 
ala, aset desa, ataupun keterampilan yang dimiliki untuk digunakan sebagai modal 




individu mampu memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarganya, 
dan berbuat baik kepada tetangganya. Semua hal tersebut tidak akan terwujut 
tanpa adanya harta yang diperoleh dengan bekerja. Allah berfirman dalam 
QS.Al.Jumuah ayat 10 yang berbunyi: 
 
ََلةُ فَاْنتَِشُروا فِي اْْلَْرِض َواْبتَغُوا ِمْن فَْضِل  فَإِذَا قُِضيَِت الصَّ
َ َكثِيًرا لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ  ِ َواْذُكُروا َّللاَّ  َّللاَّ
Terjemahannya : 
 
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung”. (Al.Jumuah:10) 
 
Demikian pula Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memberikan 
bimbingan, memberikan jalan, atau menuntun orang kearah tujuan bermanfaat bagi 
hidupnya. BUMDES yang ada di Desa Lamatti Riattang memiliki manfaat yang 
baik bagi keberlangsungan hidup penduduk Desa Lamatti Riattang meskipun saat 
ini perannya masih sangat rendah di Masyarakat. Tetapi walaupun perannya masih 
rendah namun dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi 
tingkat pengangguran. Potensi desa yang ada menjadi penguat unit usaha yang 
dikelola BUMDES Lamatti Riattang akan berdampak positif bagi masyarakat jika 
dikelola dengan baik. 
Dalam islam kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi materi tetapi juga 
non materi, seperti tingkat spiritual, nilai-nilai moral, dan keharmonisan sosial. 




kemaslahatan demi kesejahteraan. Ilmu Islam As-Syatibi membagi kebutuhan 
menjadi tiga yaitu al-dharuriyah (kebutuhan primer) dimana kebutuhan ini 
mencakup agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjadi landasan bagi 
kehidupan manusia. Lima hal tersebut mutlak harus dimiliki oleh diri manusia. 
Memenuhi kebutuhan juga telah Allah firmankan pada Q.S. Fussilat ayat 10 yang 
berbunyi: 
َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي ِمْن فَْوقَِها َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَها أَْقَواتََها 
لسَّائِِلينَ فِي أَْربَعَِة أَيَّاٍم َسَواًء لِ   
Terjemahannya: 
 
“Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di 
atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-
makanan (penghuni)nya dalam empat masa, memadai untuk (memenuhi 
kebutuhan) mereka yang memerlukan”. (Q.S.Fussilat:10).  
Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah SWT telah menciptakan segala 
sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan yang diperlukan. 
Pemenuhan kebutuhan menurut Islam ada tiga yaitu al-dharuriyyah, al-hajjiyah, 
dan al-tahsiniyyah. 
Masyarakat Desa Lamatti Riattang sudah masuk dalam kategori 
kebutuhan dasar al-dharuriyyah sebagai kebutuhan dasar yang harus dimiliki. 
Dilihat dari kelima hal tersebut dari segi agama semua Masyarakat Lamatti 
Riattang memiliki agama dan percaya kepada Tuhan misal dari segi ibadah yaitu 
masyarakat sudah menegakkan rukun Islam, dari segi jiwa bahwa masyarakat telah 
memenuhi sandang, pangan, sert papan nya untuk memenuhi kebutuhannya, dari 




Riattang yang memiliki akal dan juga pengetahuan yang didapatkan dari 
pendidikan, masyarakat Desa Lamatti Riattang yang memiliki keturunan 
memberikan bekal yang baik akhlak maupun pendidikan kepada keturunannya, 
dan dari sisi harta diberlakukan adanya ketentuan dan hukuman terhadap 
pelanggaran hak-hak orang lain seperti mencuri dan tindak kriminal lainnya. 
Namun dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat Desa Lamatti 
Riattang bisa dikatakan belum bisa sepenuhnya menjaga harta mereka sesuai 
dengan aturan agama Islam. Misalnya saja dalam unt usaha yang dikelolah oleh 
BUMDES Lamatti Riattang yakni unit usaha simpan pinjam yang setiap 
masyarakat yang meminjam diberikan beban bunga sebesar 1,5%. Dimana hal 
tersebut dilarang dalam Islam karena termasuk kedalam riba. Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Asy-Syatibi bahwa salah satu cara menjaga harta dalam Islam 
adalah dengan berusaha mendapatkan dan mengalokasikan harta itu harus sesuai 
dengan cara-cara yang baik salah satunya dengan menghindari riba, perjudian, dan 
gharar. Hal ini juga karena para pengurus unit usaha simpan pinjam bahkan 
pengurus BUMDE keseluruhan masih belum memiliki pengetahuan tentang 
bermuamalah sesuai syariat Islam termasuk pelarangan Riba tersebut. 
Walaupun masyarakat Desa Lamatti Riattang dalam kegiatan sehari-
harinya masih belum bisa menghindari kegiatan riba sepenuhnya, namun beberapa 
dari narasumber yang telah peneliti wawancarai mengatakan bahwa tetap 
menyisihkan sebagaian penghasilan mereka untuk infaq, zakat dan sedekah . 
Al-Hajjiyah merupakan kebutuhan sekunder yang diperlukan manusia 




pemelihara yang lebih baik terhadap lima unsur pokok manusia. BUMDES 
Lamatti Riattang membantu masyarakat Lamatti Riattang untuk memenuhi 
kebutuhan sekundernya yaitu salah satunya dengan adanya unit-unit usaha yang 
dikelola oleh BUMDES Lamatti Riattang. 
Al-Tahsiniyyah adalah kebutuhan pelengkap atau telah tercapai dua 
kebutuhan primer dan sekunder. Tujuan dari al-tahsiniyyah ini yaitu agar manusia 
dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan kelima unsur 
pokok kehidupan manusia. 
Dari uraian tentang kebutuhan dasar dalam Islam diatas dapat 
disimpulkan bahwa dari segi kebutuhan primer (al-dharuriyyah), kebutuhan 
sekunder( al-hajiyyah), dan kebutuhan pelengkap (al-tahsiniyyah) bahwa 
BUMDES Lamatti Riattang bisa dianggap belum berperan dalam       
meningkatkan kesejahteraan menurut pandangan Islam. Hal ini dikarenakan dalam 
unit usaha simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDES membebabkan bunga 
kepada nasabah yang dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip 
ekonomi Islam yang harus menghindari Riba dalam sistem perekonomian 
sebagaimana dalam Al.Qur’an surah al.Imran ayat 130 sebagai berikut: 
 
بَا أَْضعَافًا ُمَضاَعفَةً ۖ َواتَّقُوا  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا الر ِ





“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan.” 
 Walaupun kebanyakan dari masyarakat telah menyisikkan hartanya untuk 
keperluan infaq, zakat dan sedekah namun jika harta-harta tersebut diperoleh dari 






KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasrkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas. Skripsi ini 
membahas tentang peran Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan 
masyarakat dalam Ekonomi Islam. Permasalahan yang ada dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pada awal pembentukan BUMDES, unit usaha yang dibentuk 4 unit usaha 
yakni unit simpan pinjam, unit penyewaan pakaian pengantin, unit peternakan 
sapi dan unit WASERDA namun hingga tahun 2019 unit usaha yang bertahan 
hanya 2 unit yakni unit simpan pinjam dan unit penyewaan pakaian pengantin. 
2. Dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Desa Lamatti 
Riattang dari tingkat pendapatan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat, 
pengeluaran masyarakat, tingkat pendapatan masyaraka, tingkat kesehatan 
masyarakat sudah dapat dikatakan sejahtera bahkan masuk dalam kategori 
keluarga sejahtera tingkat III. Namun pada kenyataannya Badan Usaha Milik 
Bumdes (BUMDES) Lamatti Riattang  terhitung telah berdiri dari tahun 2017 
di Desa Lamatti Riattang belum dapat memaksimalkan perannya dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang tercantum dalam UU No. 
6 Tahun 2014. Kesejahteraan yang belum merata bagi sebagian masyarakat 
masih adanya ketimpangan antar masyarakat di Desa Lamatti Riattang 




3. Peran BUMDES Lamatti Riattang terhadap kesejahteraan masyarakat dalam 
pandangan Ekonomi Islam tidak hanya diukur tentang materi saja tetapi juga 
non materi. Dalam pandangan Islam, manusia dikatakan sejahtera apabila telah 
memenuhi kebutuhan primer (al-daruriyyah), kebutuhan sekunder (al-hajiyyah) 
dan kebutuhan pelengkap (al-tahsiniyyah). Salah satu kebutuhan primer yang 
harus terpenuhi adalah kebutuhan memelihara harta, dalam Islam ummat 
manusia sangat diwajibkan untuk memelihara harta yang mereka miliki. Ada 
banyak cara yang dapat dilakukan untuk memelihara harta yang kita miliki 
diantarnya kita harus mendapatkan memperoleh harta dengan cara dan jalan 
yang baik contoh nya saja tidak boleh ada unsur Riba, maysir dan gharar dalam 
setiap usaha yang kita lakukan untuk memperoleh harta. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang 
dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Untuk pengurus BUMDES Lamatti Riattang di Desa Lamati Riattang harus 
memperbaiki pengelolaan manajemen kelembagaan BUMDES Lamatti 
Riattang untuk memaksimalkan kinerja Unit usaha yang dikelola, para pengurus 
BUMDES harus diberikan pelatihan yang memadai agar dapat mengelola 
BUMDES sesuai dengan baik agar mendapatkan keuntungan yang seharusnya, 
yang terpenting adalah para pengurus BUMDES harus melakukan sosialisasi 
yang kreatif agar dapat menarik minat masyarakat untuk ikut dalam unit-unit 




2. Bagi pemerintah Desa, hendaknya memberikan dukungan kepada Badan Usaha 
Milik Desa baik dalam bentuk materil maupun  non materil, hingga dapat 
membantu memaksimalkan kinerja BUMDES Lamatti Riattang. Bagi 
masyarakat, hendaknya ikut serta langsung dalam pengelolaan dan penggunaan 
usaha BUMDES Lamatti Riattang. 
3. Bagi para akademisi, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan 
kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai peran Badan Usaha Milik 
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